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BAB I 
 

PENDAHULUAN  
 
 

A.  Latar Belakang 

Reformulasi berarti memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang 

ada, karena ia jauh dari ideal. Bila di kaitkan dengan system hukum (Legal 

System) yang terdiri dari “Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture”, 

maka yang akan di rekonstruksi yaitu susbtansi hukum pidana yang meliputi 

pembaharuan Hukum pidana Materil (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP, 

hukum pidana formal (KUHAP). 

Berkaitan dengan pengertian reformulasi di atas, maka dalam tulisan ini 

yang akan di reformulasi adalah norma serta pengertian uraian yang terkandung 

dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP1 tentang penghentian penyidikan. Alasan 

perlunya di reformulasi terkait pasal tersebut di atas, karena banyak perkara-

perkara dalam masyarakat dimana antara pelaku dan korban terjadi perdamaian, 

kemudian penyidik tidak meneruskan perkara tersebut ke tingkat penuntutan 

tetapi juga tidak dilakukan penghentian penyidikan karena tidak ada atas dasar 

hukumnya. 

Dalam Sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan salah satu komponen 

atau sub sistem dari system peradilan pidana yang bertugas melakukan 

 
1 Pasal 109 KUHAP ayat 2 menegaskan Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak 

memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai 

untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan. 
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penyelidikan2 dan penyidikan3. Penyelidikan merupakan tahap awal yang di 

lakukan oleh penyelidik untuk mencari peristiwa apakah benar yang di laporkan 

oleh masyarakat merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila laporan tersebut 

berdasarkan dua alat bukti yang cukup, maka dapat ditindak lanjuti oleh 

kepolisian untuk dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang peristiwa 

pidana dan guna menemukan tersangka nya.  

Jadi Penyidikan sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian 

tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk 

mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga 

melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana 

tersebut.  

Berdasarkan proses penyidikan yang telah di lakukan oleh penyidik ternyata 

perbuatan tersebut bukan tindak pidana atau tidak cukup bukti atau perbuatan 

tersebut sudah daluarsa maka penyidikan dapat di hentikan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 109 KUHAP4. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 KUHAP tersebut  

yang ditegaskan  Pasal  109  ayat  2  KUHAP  yang  memberi wewenang kepada 

 
2 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 

penyidikan menurut yang diatur dalam Undang- undang ini. (maksudnya undan-undang no 8 tahun 

1981 tentang hokum acara pidana) 
3 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini. (maksudnya undang-undang no 8 tahun 1981 tentang hokum acara pidana ) 

 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”  
4 Pasal 109 KUHAP menegaskan Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak 

memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai 

untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan  
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penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan 

penghentian penyidikan tersebut adalah : Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup, 

Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana, Penghentian 

Penyidikan Demi Hukum.  

Berdasarkan ketentuan normatif yang di tegaskan dalam pasal 109 tersebut 

maka tidak ada jalan bagi perdamaian, penegembalian uang korupsi (Pasal 4 

Undang-undang No.31 tahun 19999 jo. 20 tahun 2001 tentang TPK) di jadikan 

dasar penghentian penyidikan akan tetapi dalam praktek banyak terjadi 

perdamaian yang di lakukan antara pelaku dan korban di jadikan dasar bagi 

penyidik untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke tingkat penuntutan  

Masyarakat yang mencermati proses penanganan perkara yang selama ini 

dilakukan oleh aparat penegak hukum mungkin banyak yang kurang mengerti 

melihat logika hukum atas nama Undang-undang yang selama ini dipraktekkan di 

lapangan oleh aparat penegak hukum kita. Kasus nenek Minah yang mencuri 3 

buah kakao di Banyumas Jawa Tengah dan kasus-kasus kecil lainnya yang tetap 

diproses oleh Penegak Hukum memberi gambaran betapa penegak hukum begitu 

kaku dalam menerjemahkan Undang-undang.  

Kita juga mendengar berita bahwa artis saiful Jamil telah dijadikan tersangka 

karena kelalaianya dalam mengemudi kendaraan sehingga terjadi kecelakaan yang 

mengakibatkan istrinya sendiri meninggal dunia. Masyarakat awan mungkin agak 

kaget mendengar berita ini. dalam perpektif masyarakat kecelakaan adalah musibah, 
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dan bagaimana mungkin seseorang yang mengalami kecelakaan dan istrinya juga 

ikut meninggal dunia malah dijadikan tersangka.5 

Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh dalam perspektif keadilan. 

Keadilan adalah sesuatu yang abstrak karena itu agak sulit di definisikan secara utuh. 

mendefinisikan keadilan hanya membuat maknanya mengalami pendangkalan, 

karena dia hanya bisa dirasakan oleh seseorang. Ketika Saiful Jamil dijadikan 

tersangka karena kecelakaan yang mengakibatkan istrinya sendiri meninggal dunia, 

siapa yang merasa diperlakukan tidak adil. apakah Pemerintah (melalui penegak 

hukum) ataukah Saiful Jamil sendiri beserta keluarganya, tentunya yang merasa 

diperlakukan tidak adil adalah Saiful Jamil dan keluarganya dan boleh jadi keluarga 

istrinya yang telah mengikhlaskan kematiannya.6 

Penegakan hukum seharusnya lebih mengedepankan keadilan, kemanfaatan 

baru kemudian kepastian hukum. Namun dalam praktek penegakan hukum selama 

ini, aparat penegak hukum lebih mengedepankan kepastian hukum. Hal ini terjadi 

karena penegak hukum dalam membaca Undang-undang  lebih pada teks yang 

tertulis bukan pada ruh (filosofi) Undang-undang itu sendiri yaitu menciptakan 

ketertiban dalam masyarakat. Padahal Hukum berfungsi mengatur agar masyarakat 

menjadi tertib, dan salah satu yang membuat masyarakat menjadi tertib dan harmoni 

yaitu ketika konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara damai.7 

 
5 Dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/110575-ID-rekonstruksi-politik-

hukum-pidana-nasion.pdf 
6 Ibid 
7 Ibid 
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Dalam sistem hukum pidana, memang tidak dikenal istilah proses perdamaian 

agar suatu kasus tidak dilanjutkan sampai ke Pengadilan. dalam prakteknya adanya 

perdamaian para pihak biasanya hanya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dan 

Hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan.8 

Istilah perdamaian hanya di kenal di dalam hukum Perdata yang biasa dikenal 

dengan isti-lah ADR ”Alternative Dispute Reso-lution atau alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. Namun walau pada umumnya penyelesaian sengketa di 

luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, penegak hukum dengan 

diskresinya dapat juga menggunakan pendekatan ini dalam praktek perkara Pidana 

untuk kejahatan tertentu.9 

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan 

hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan 

perdamaian sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum 

pidana. Di Austria misalnya disana Penuntut Umum dapat tidak melanjutkan perkara 

pidana sampai ke Pengadilan apabila pelaku kejahatan mau mengakui perbuatannya, 

siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atau kerusakan yang timbul atau 

kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat perbuatannya, dan apabila pelaku 

kejahatan setuju melakukan kewajiban yang diperlukan dan menunjukkan 

kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.10 

 

 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Ibid 
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Hukum Indonesia memang belum mengatur hal demikian, namun dalam 

konteks praktek di lapangan ini bisa dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum 

dalam menangani perkara-perkara tertentu seperti perkara kekerasan, dan perkara 

lalu lintas yang menimbulkan korban, disini penyidik tidak perlu melanjutkan 

perkara apabila para pihak yaitu pelaku dan korban sepakat berdamai dimana pelaku 

tindak pidana berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan siap memberi ganti 

rugi atau kompensasi kepada pihak korban. di sinilah dibutuhkan peranan penyidik 

untuk melakukan mediasi dan memastikan konflik telah terselesaikan.11 

Proses perdamaian melalui mediasi ini sebetulnya pernah diterapkan dalam 

kasus Kejahatan pelanggaran HAM Tanjung priok. dan yang menarik dari proses 

perdamaian ini para pihak yang selama ini merasa di zholimi dan dirugikan akhirnya 

bisa memaafkan pelaku dan kasus kemudian ditutup.12 

Proses perdamaian dapat diterapkan untuk kasus-kasus kekerasan seperti 

penganiayaan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga, perkara lalu lintas, 

Kejahatan anak melalui diversi dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan 

pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan 

diskresinya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 

tentang kepolisian13 untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya  

 
11 Ibid 
12 Ibid 
13Pasal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 menegaskan ntuk kepentingan umum pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak 

menurut penilaiannya 

sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat  

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, 

serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.ketentuan pasa 18 ini sering di artikan 

diskresi kepolisian 
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sampai ke Pengadilan, Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana 

telah menimbulkan konflik interpersonal.14 

Konflik itulah yang hendak diselesaikan dengan proses perdamaian. Memang 

dalam praktek penyelesaian perkara pidana dengan cara damai tersebut tidak ada 

landasan hukum formalnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) hanya 

mengenal alasan pemaaf, pembenar dan alasan penghapus pidana dengan kriteria 

tertentu, sehingga dalam kasus-kasus pidana sering terjadi suatu kasus yang secara 

informal telah diselesaikan secara damai namun tetap saja diproses ke Pengadilan 

oleh Penyidik dan penuntut Umum dengan dalih bukan delik aduan, perkara sudah 

tercatat dalam register perkara serta perdamaian bukan dasar untuk meng SP3 kan 

perkara. 15 

Logika demikian dalam konteks kepastian hukum dapat dibenarkan, namun  

penyidik dan Penuntut Umum seyogyanya juga harus memahami bahwa 

menghentikan kasus ketika ada perdamaian sama sekali tidak melanggar formalisme 

Undang-undang tetapi justru membaca Undang-undang secara lebih bermakna. 

Meminjam istilah Satjipto Rahardjo, Hukum adalah dokumen yang terbuka untuk 

atau mengandung penafsiran. Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh 

masyarakat mungkin dapat ditidurkan (statutory dormancy) atau dikesampingkan 

(desuetudo).16 

 

 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Satjipto Rahardjo, 2002. Hukum Progresif. Genta Publishing, Jakarta. Hlm. 27 
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Hukum bukan hanya yang tertulis dalam teks Undang-undang. Hukum justru 

lebih banyak yang hidup dalam masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi 

walaupun tidak tertulis. mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat (living 

law) seperti menyelesaikan konflik secara damai seharusnya menjadi alternatif dalam 

penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu, yaitu apabila dalam perkara pidana 

pihak korban dan pelaku telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-

cara yang telah disepakati bersama, maka hukum Negara (melalui aparat Penegak 

hukum) tidak perlu lagi berperan didalamnya. apalagi penyelesaian melalui Polisi, 

Jaksa, Pengadilan dan prosedur standar peradilan yang kadang tidak dipahami oleh 

masyarakat.17  

Proses peradilan seharusnya merupakan sarana terakhir untuk memperoleh 

keadilan (ultimum remedium) sedangkan kesepakatan para pihak untuk berdamai 

menurut cara-cara yang disetujuinya seharusnya merupakan sarana utama untuk 

memperoleh keadilan (primum remedium) ini sesuai nilai-nilai pancasila sebagai nilai 

kesusilaan pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersandar pada asas musyawarah 

dan mufakat. di beberapa daerah misalnya banyak sengketa individu yang berujung 

kepada konflik komunal  karena tidak ada penyelesaian secara damai (penyelesaian 

cara adat) karena aparat hukum terlalu ikut campur di dalamnya. Justru 

kecenderungan sekarang apabila ada konflik kekerasan yang melibatkan massa yang 

banyak, baru pemerintah dan penegak hukum lebih mengedepankan proses 

perdamaian daripada memproses secara hukum. 

 
17 Ibid hlm. 28 
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Hukum seharusnya dapat menyelesaikan konflik, menyadarkan pelaku tindak 

pidana atas kesalahannya dan memperbaiki keadaan seperti semula. Tujuan hukum 

adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban bagi masyarakat, sehingga ketika ada 

warga masyarakat dalam perkara pidana berinisiatif menyelesaikan masalah secara 

damai, maka hukum tidak lagi  dibutuhkan untuk mengintervensi terlalu jauh. Di 

sinilah peranan Penyidik yang memproses awal suatu kasus dapat lebih berperan 

sebagai mediasi pihak pelaku dan korban untuk berdamai. Penyidik harus 

memastikan bahwa pelaku dan korban betul-betul telah berdamai, dan apabila 

kesepakatan damai telah tercapai maka penyidik dengan diskresinya dapat 

mengeyampingkan perkara tersebut 

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum 

dan   mengenakan   sanksi   hukum   kepada   pelanggar   hukum   tetapi   juga 

dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses 

hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada 

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

jo Pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan 

umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam 

keadaan  yang sangat perlu dengan memperhatikan  peraturan  perundang-

undangan  serta  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara RI.18 

 
18 Syaefurrahman Al-Banjary, 2005,, Hitam Putih Polisi, Restu Agung, Jakarta, hal. 211 
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Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, bahwa perdamaian bukan 

dasar bagi penyidik untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, namun dalam 

praktek perdamaian antara pelaku dan korban yang sudah di lakukan pada 

umumnya penyidik tidak melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan tapi 

juga tidak di hentikan, sehingga perkara tersebut mengambang ( Floating Case) 

dan mengendap dalam daftar panjang kasus yang ada, oleh karena itu Pasal 109 

perlu di reformulasi.19 

Berdasarkan hasil  data  yang dilakukan penulis kepada penyidik di Polres 

Bengkulu, bahwa kewenangan diskresi untuk melakukan penghentian penyidikan 

dalam kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan k a r e n a sering didasari oleh 

faktor pelaku dan keluarga korban, karena mereka menginginkan proses cepat 

tanpa harus ke pengadilan serta dikarenakan telah ada pertanggung jawaban dari 

pelaku terhadap keluarga korban yang meninggal dunia sehingga terjadi 

perdamaian antara kedua belah pihak. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  penulis  kemukakan  diatas,  maka 

penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

a. Apa yang melatarbelakangi diperlukannya reformulasi hukum pasal 

109 KUHAP tentang penghentian penyidikan? 

b. Apakah proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian 

 
19 Barda Nawawi Arief RUU KUHP baru Rekonstruksi system Hukum pidana 2012, badan 

penerbit universitas Diponegoro Semarang, Hlm .1. menegaskan bahwa Rekonstruksi sering di artikan 

juga sebagai rekosntruksisasi yang bearti penataan kembali. dalam kaitan menata ulang system hokum 

pidana Indonesia. Rekonstruksi yaitu membangun kembali system hokum pidana Indonesia  khususnya 

berkaitan dengan pembaharuan system hokum pidana atau sering di sebut final reform.  
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dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (keluarga 

korban dan pelaku ) ? 

c. Bagaimana pengaturan Reformulasi penghentian penyidikan di masa 

yang akan datang ? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkaitan tentang 

Reformuliasi Hukum Pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlunya mereformulasi 

pasal 109 KUHAP tentang penghentian penyidikan. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis proses penghentian penyidikan 

yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencerminkan rasa keadilan antara 

kedua belah pihak (korban dan pelaku) 

c. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan penghentian 

penyidikan di masa yang akan datang 

2. Manfaat  penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu: 

a. Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar 

dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi. 

b. Hasil   penelitian   ini   diharapkan   dapat   memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, 
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khususnya hukum pidana. 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mempunyai  kegunaan  praktis yaitu : 

a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan 

masyarakat, mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan 

proes hukum terhadap pelaku tindak pidana.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan kepada aparat kepolisian sebagai 

penyidik terhadap penghentian penyidikan tindak pidana.  

E. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori sebagai pisau analisis untuk 

menjelaskan masalah, memecahkan masalah, dan mengendalikan masalah20 Dalam 

menjawab permasalahan dalam tesis ini penulis menggunakan Grand Theory21, 

Middle Range Theory22 dan Applied Theory23.   

1. Grand Theory 

Selaku teori besar/ grand theory dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori keadilan. Pengertian Keadilan Menelaah dan memahami 

 
20Darsono Prawironegoro, Filsafat Ilmu Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun Secara 

Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan, Nusantara Consulting (NC), Jakarta, 

2010, hlm 540. 
21 Secara harfiah, Grand Teori berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata Grand dan Theory. 

Grand artinya utama, dasar,  sedangkan Theory ya teori sehingga secara harfiah saya mengartikan 

grand Teori sebagai teori utama atau teori dasar. Dikutib dari 

https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori, menurut Munir 

Fuady , GrandTheory atau Teori besar dalam ilmu hokum yang berlaku setiap cabang ilmu hokum 

seperti teori kedaulatan, keadilan dan teori Negara hokum, dikutip dari Sampul buku Munir Fuady, 

berjudul Teori-teori besar dalam Hukum. 
22 Middle-range theory itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas 

suatu grand theory., dikutip dari https://rockypermata.wordpress.com/2012/02/01/grand-theory-dan-

middle-range-theory/ 
23 Teori yang di terapkan dalam hubungan konsep-konsep dalam ilmu hokum, dikutip dari 

http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/  

https://www.kompasiana.com/seifuu/5528995a6ea8346b298b461c/apa-itu-grand-teori
http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/
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pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa 

perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. 

Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah 

membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, 

karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran 

filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang 

paling dalam.  Menurut Aristoteles dalam (Carl Joachim Friedrich) 

mengemukakan bahwa keadilan dibedakan menjadi dua jenis yaitu keadilan  

distributif  dan  keadilan  korektif,  yang  pertama  berlaku dihukum publik, 

yang kedua dalam hukum perdata, dan pidana.   

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika 

suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan di lakukan, maka keadilan korektif 

berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan 

; jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu 

dilakukan kepada si pelaku.  

Gustav  Radbruch  adalah  seorang  filosof  hukum  dan  seorang legal 

scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur 

dasar hukum.Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang 

Dunia II.Tujuan hukum yang dikemukakannya  tersebut  oleh  berbagai  

pakar  diidentikkan  juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum 

tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.  
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Namun dalam faktanya tiga tujuan hukum tersebut sering berbenturan 

antara keadilan,kepastian dan kemanfaatan. Maka atas teorinya Gustav 

Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana 

perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir 

barulah kepastian hukum.  

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk  

manusia,  khususnya kebahagiaan  manusia.  Hukum tidak memilki tujuan 

dalamdirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan 

menciptakankesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimumnya, 

hukum akanterperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan 

mayoritas atau pihak  penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. 

Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan 

keadilan. 

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan 

hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang 

berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan 

hukum hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai 

seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan 

ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembanan hukum. Isu 

penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan 

penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum 

menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema 
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atas pilihan sangat rumit  atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada 

pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. 

Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk 

mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan 

ketertiban akan dikesampingkan24. 

Keadilan  sebagai  bagian  dari  nilai  sosial memiliki  makna  yang  amat  

luas,  bahkan  pada suatu  titik  bisa  bertentangan  dengan  hukum sebagai  

salah  satu  tata  nilai  sosial.  Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di  

atas  sebenarnya  menjangkau  wilayah  yang ideal  atau  berada  dalam  

wilayah  cita,  dikarenakan  berbicara  masalah  keadilan, berarti  sudah  

dalam  wilayah  makna  yang  masuk  dalam tataran  filosofis  yang  perlu  

perenungan  secara mendalam  sampai  hakikat  yang  paling  dalam, bahkan 

Hans Kelsen  menekankan  pada  filsafat  hukum Plato, bahwa keadilan 

didasarkan pada pengetahuan  perihal  sesuatu  yang  baik.  Pengetahuan  

akan  hal  yang  baik  secara  fundamental merupakan  persoalan  di  luar  

dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian  filsafat.   

Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan 

undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato hukum 

dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan 

menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang 

 
24Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum 

Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing,, 2010), hlm. 138. 
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adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak 

menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang 

bersangkut paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat. 

2. Middle Range Theory 

Penggunaan Middle Range Theory dalam penelitian ini selaku jembatan 

dari Grand Theory untuk di terapkan adalah teori kewenangan/diskresi 

Kewenangan adalah dideskripsikan sebagai kekuasaaan penyidik untuk 

menghentikan penyidikan apabila terjadi perdamaian antara kedua belah 

pihak (pelaku dan korban) 

3. Applied Theory 

Applied Theory adalah penerapan dari teori keadian melalui middle range 

theory yang kemudian di terapkan dalam kenyataan. Yang akan di terapkan 

adalah asas-asas teori dan pengaturan tentang penghentian penyidikan oleh 

penyidik apabila terjadi perdamaian atau proses diversi atau pengebalian 

hasil  korupsi oleh pelaku korupsi. 

F. Kerangka Konseptional 

1. Pengertian penyidik 

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dimuat proses   

hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi 

yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh 

karena itu maka dalam proses penegakan hukum  pidana kepolisian diberikan 

kewenangan oleh Undang undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan 
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pihak yang harus bertanggungjawab menurut hukum pidana. Pengertian penyidik 

kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan 

bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan.” 

2. Pengertian penghentian proses hukum atau penyidikan  

Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana 

dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik sampai pelaksanaan putusan oleh 

petugas lapas. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penghentian 

proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik 

yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian 

penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu: 

a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak 

memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang 

diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan 

tersangka. 

b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 

c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila   

ada   alasan-alasan   hapusnya   hak   menuntut   dan hilangnya hak 

menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka 

meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa. 
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3. Reformulasi 

Reformulasi adalah suatu bentuk kegiatan perumusan ulang mengenasi isi, 

tatanan serta rumusan terhadap suatu kaidah ketentuan yang ada, dengan tujuan 

untuk memberikan dan menimbulkan suatu konsep ketentuan yang lebih eksplisit 

dan keberlakuannya dapat diterima dimasyarakat. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah 

dengan menggunakan tipe Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis 

Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data 

Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.25 

Dalam penelitian ini, diperkuat dengan data-data empiris yang diperlukan 

sebagai bahan penguat dalam pembuktian uraian mengenai permasalahan 

melalui wawancara dengan narasumber. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum  

dalam  interaksinya  tidak  terlepas  dari  gejala-gejala  yang terjadi di 

dalam masyarakat. Menurut Roni Haditijo Soemitro Pendekatan Yuridis 

sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu 

penomena yang didalam interaksinya tidak terlepas dari faktor faktor non 

 
25 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,  Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 24. 
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hukum.26 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis 

artinya selain melihat langsung ketentuan langsung Undang– Undang yang 

mengatur mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan  proses  hukum  

terhadap  pelaku  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia, penulis  juga  melihat  langsung  yang  terjadi  di  

lapangan  atau  field research. 

3.  Jenis dan Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden sehingga 

dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dari 

anggota kepolisian Republik Indonesia wilayah hukum Polres  

Bengkulu,  keluarga  korban  yang  meninggal dunia, dan pelaku tindak 

pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal 

dunia. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan 

kepustakaan..Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian  

ini  berasal  dari  peraturan  perundang  –  undangan seperti KUHP, 

KUHAP, Undang – Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002  tentang  

Kepolisian,  Undang  –  Undang  R.I  Nomor  22 Tahun 2009 tentang 

 
26 Roni Haditijo Soemitro,  Metodologi Penelitian Hukum, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm 11 
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Lalu lintas dan angkutan jalan dan literature yang berhubungan dengan 

materi penelitian. 

4. Teknik pengumpulan data  

a. Data Primer 

Data  primer  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dengan cara 

melakukan wawancara terstruktur kepada para responden atau yang 

dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian  ini  

menggunakan  teknik  wawancara,  wawancara artinya tanya jawab 

dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap 

muka antara interview (pewawancara) dengan para informan atau 

responden yaitu para anggota masyarakat yang diwawancarai yang 

perkaranya di hentikan melalui perdamaian baik diversi maupun 

pengembalian hasil korupsi 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang – undangan, 

literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang 

diteliti. 

5. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan 

diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa 

kembali apakah semua pertanyaa telah dijawab atau apakah ada 

relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah 
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dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Editing  (to  edit  artinya  membetulkan)  yakni  memeriksa  atau 

meneliti  data  yang  telah  diperoleh  untuk  menjamin  apakah sudah 

dapat di pertanggung jawabkan sesuai kenyataan 

b. Coding yaitu mengatagorikan data dengan cara pemberian kode- kode 

atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar 

pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk di tabulasikan. 

6. Analisis Data 

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder 

dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data 

tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode 

analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan 

menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan 

induktif dan sebaliknya.27 Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara 

menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang 

bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara 

menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang 

bersifat khusus. Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan 

secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh  jawaban  permasalahan   

yang  dilaporkan  dalam  bentuk tesis. 

 
 

 
27 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 68 
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